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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan media sosial yang telah
menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, pandangan, dan
konten lainnya secara luas dan cepat. Namun, pertumbuhan eksponensial ini juga
menimbulkan tantangan dalam mengelola dan mengawasi konten yang
dipublikasikan di dalamnya. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peran penting
dalam mengawasi konten media massa, termasuk konten yang disebarkan melalui
media sosial.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana pengaturan
pengawasan konten-konten di media sosial di Indonesia? 2) Bagaimana desain
kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten-konten di
media sosial di Indonesia? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan konten-konten di media
sosial di Indonesia, 2) Untuk mengetahui bagaimana desain kewenangan Komisi
Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten-konten di media sosial di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka dengan penelaah
dokumen, buku, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan
teknik analisis bahan hukum dengan analisa kualitatif, dengan menganalisa
Undang-Undang Penyiaran kemudian diteliti dan hasilnya dapat digunakan untuk
memecahkan masalah. Sebagai tambahan, untuk memastikan validasi bahan
hukum, peneliti juga melakukan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bahwa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan pengawasan konten
di media sosial tidak diatur secara spesifik tekait bentuk penyiaran apa saja.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya mendefinisikan
makna penyiaran secara umum yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) yang mana
tanpa menyebutkan kata media sosial. Hal inilah yang kemudian dalam
pengaturannya terkait pengawasan konten di media sosial tidak diatur sepenuhnya
oleh lembaga penyiaran (KPI) sehingga KPI tidak memiliki kewenangan untuk
mengawasi konten di media sosial. Melainkan pengaturan penyiaran konten di
media sosial ditemukan dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, yang
mengkategorikan penyiaran konten media sosial sebagai informasi elektronik, yang
terdapat pada Pasal 27,28 dan 29. 2) Desain kewenangan KPl mengatur mengenai
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pengawasan penyiaran (konten) secara umum. Makna umum menurut Undang-
Undang Penyiaran seharusnya dapat diartikan sebagai penyiaran dalam bentuk
media offline maupun media online seperti billboard, konten-konten dari media
sosial yang sejenis yang memang menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia
yakni mengawasi tindakan penyiaran yang dilakukan dalam konten-konten tersebut
dengan memberikan sanksi administratif terhadap acara penyiaran yang memang
melanggar kode etik penyiaran. Tanpa revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut,
akan sulit bagi KPI untuk memantau dan membatasi konten yang menyimpang di
media sosial. Selain itu, KPI juga dapat menata kembali Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diciptakan oleh KPI itu
sendiri, khususnya untuk memantau media baru. Namun perlu ditekankan bahwa
pembatasan tersebut harus proporsional dan kebebasan berekspresi tidak boleh
dibatasi sebab kebebasan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang PERS dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM
tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.
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This research is motivated by the use of social media which has become the
main platform for people to share information, views and other content widely and
quickly. However, this exponential growth also poses challenges in managing and
monitoring the content published on it. The Indonesian Broadcasting Commission
has an important role in overseeing mass media content, including content
disseminated through social media.

The problems raised are: 1) How is the regulation of supervision of content
on social media in Indonesia? 2) How is the design of the authority of the
Indonesian Broadcasting Commission in monitoring content on social media in
Indonesia? The objectives of this research are: 1) To find out how the regulation of
social media content supervision in Indonesia, 2) To find out how the design of
authority of Indonesian Broadcasting Commission in monitoring contents on social
media in Indonesia.

The results of this study show that: 1) Based on Law No. 32/2002 on
Broadcasting, the regulation of content supervision in social media is not
specifically regulated regarding any form of broadcasting. Law No. 32/2002 on
Broadcasting only defines the meaning of broadcasting in general in Article
Paragraph (2) without mentioning the word social media. This is why in its
regulation related to content supervision in social media is not fully regulated by
broadcasting institution (KPI) so that KPI has no authority to supervise content in
social media. Instead, the regulation of content broadcasting on social media is
found in ITE Law No. 19/2016, which categorizes social media content
broadcasting as electronic information, found in Articles 27, 28 and 29. 2) The
design of KPI's authority regulates broadcasting (content) supervision in general.
The general meaning according to Broadcasting Law should be interpreted as
broadcasting in offline and online media such as billboard, contents from social
media which are the authority of Indonesian Broadcasting Commission to supervise
broadcasting actions done in those contents by giving administrative sanction to
broadcasting programs that violate broadcasting code of ethics. Without the
revision of Broadcasting Law, it will be difficult for KPI to monitor and limit
deviant contents in social media. In addition, KPI can also reorganize the
Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS) created
by KPI itself, especially to monitor new media. However, it should be emphasized
that the restriction should be proportional and freedom of expression should not be
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restricted as it is protected by Law No. 40/1999 on Press and Law No. 39/1999 on
Human Rights on freedom of opinion and expression.
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